PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Pyb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksadan mengadili
perkara tertentupada tingkatpertamadalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
I (cpat dan tanggal lahir Sinonoan, 31 Mei 1993,
agama lIslam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Hutabangun Jae
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
sebagai Penggugat;
melawan

. (cmpat dan tanggal lahir Malintang Jae, 20 Juni
1988, agama Islam, pekerjaan penjahit, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Malintang
Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2021 telal
mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilal

Agama Panyabungan, dengan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 8 ]Juli

2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hariRabu tanggal 8 November2012 Penggugatdengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten
Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [ G 1.
tertanggal 08 November 2012;
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2. Bahwa pada hari tanggal 08 November 2012 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing
Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/15/X1/2012, tertanggal 12
November 2012;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kontrakan di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
selama 3 Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Bange kec
Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindz
kerumah kontrakan di padang sidimpuan selama 2 tahun, kemudian pindah
kerumah kontrakandi Desa HutabangunKec. Bukit Malintang kab.
Mandailing Natal, sampai pisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baa€™da ad-dukhul), dan telah
dikaruniai seorang anak bernariii - -<i). tanggal
lahir 21 November 2017 saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat;

5. Bahwa keharmonisandan kerukunanrumah tangga Penggugat dan
Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2
tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara
terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan
dan pertengkarantersebut adalah Tergugattidak bertanggungjawab
masalah nafkah lahir bathin;

6. Bahwa puncak perselisihandan pertengakararantara Penggugatdan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, penyebabnya
karena Penggugat melihat sms di handphon Tergugat dengan Wanita lain
lalu Penggugat pun menanyakanTergugat sms siapa yang ada di
handphon Tergugat namun Tergugat terus berkata bahwa perempuan it
adalah temannya kemudian Penggugat dan Tergugat pun adu mulut lal
Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian
Penggugat dan Tergugat pun sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah
dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
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8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruska
ikatan perkawinandengan Tergugat, maka antara Penggugatdengan
Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim Pengadilan
Agama Panyabungan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talalsatu bain sughra dari Tergugat (| GcTNG—_

) =tas diri Pengguo i o)

3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut
peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada persidanganyang telah ditetapkanPenggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mengha¢
sebagai wakil/kuasanyayang sah, meskipunberdasarkansurat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tic
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ur
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat Penggugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonjjj Bl 2012 pada tanggal 12 November

2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang

Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan

Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2012. Fotokopi tersebut telah di-

nazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis

ditandatangani dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. I s . ur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu di bawa
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2012
kemudian tinggal bersama di Sinonoan, terkahir di Desa Hutabangun
Kecamatan Bukit Malintang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;

- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2
(dua) tahun yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersame
kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak
berhasil;

Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. _S|r umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2012
kemudian tinggal bersama di Sinonoan, terkahir di Desa Hutabangun
Kecamatan Bukit Malintang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;

- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2
(dua) tahun yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersame
kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak
berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahl
dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkammuo tentang sengketa Perkawinan maka bahwa
berdasarkan Pasal 49 ayat huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a)
Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 tentangperubahanatas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasul
kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan
wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentanc
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoi
01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 20
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Majelis Hakim berpendapatperkara ini merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggug:
hadir di Persidangan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah datang
menghadapdi persidangandan tidak pula menyuruhorang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 15C
R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada
Tergugat dengan memerintahkanjurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Panyabungan memanggil Tergugat agar menghadap ke Persidangan
namun nyatanya Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di
persidangandan tidak pula mengutusorang lain untuk datang sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena
itu sejalan dengan maksud pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i’ dari
Kitab Ahkamul Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul
Ihya Al Tarots, Bairut, 1992 ArtinyaBafang siapa yang dipanggil oleh Hakim
di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan
tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya”sehingga
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak
mengindahkanpanggilan tersebut dan telah melepaskanhak jawabnya
sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri
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untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggug:
tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menila
telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan
karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan
maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdat:
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, mak
berdasarkarazas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam
namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugec
telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang tela
bermeterai cukup, rdizegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat yang telah
menikah pada tanggal 8 November 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 286ndRoB@asal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi | dan Saksi Il sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikanketerangannyaelah disumpahterlebihdahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)
R.Bg jo Pasal 1910 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan
orang-orang dekat dengan Penggugat, maka maksud Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan Saksi Il Penggugat tentang
pisah rumah Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi selama 2 (dua) tahun
sampai sekarang tidak pernah bersama kembali adalah fakta yang
dilihat/didengar/dialami sendiri, keterangan relevan dengan dalil-dalil gugat:
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi sya
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaiandan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang,bahwa berdasarkanbukti P, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2012
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten
Mandailing Natal,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sipolu-
polu sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari
2 (dua) tahun;

5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah
tangga;

6. Bahwa Penggugat dinasehati tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan
belum bercerai;
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2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah
sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali;

3. Bahwa Penggugat telah di damaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka dalam hal ini Penggugat dai
Tergugat memilikégal standing dalam perkaraquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dar
Tergugat telah terjadi perselisihandan pertengkaranyang menyebabkan
keduanya telah pisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hin¢
sekarang tidak pernah bersama kembali, baik keluarganya maupun Hakim telah
menasehati agar Penggugat bersabar namun tidak berhasil, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga sgiingh, mawaddah danrahmah
serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974,
hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat ar-Rur

s el s oy sl 0 bSO Bl 2l e
oI O U FPER T e e

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir"”;

ayat 21:

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai horma
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapatsecara
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psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksus
dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Isla
dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendap
Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbak
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan huku
Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat
sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnyasering terjadi perselisihandan pertengkaranakan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayanc
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebalikny
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dail
dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah
pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendap
para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada HurriyyatuzZZaujaeniFii Ath
Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus
perkaraini yang Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika
kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat
lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,
karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan
kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk menceagatihdwat-an
yang lebih besar dan berkepanjanganbagi kedua belah pihak maka
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memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam giidah ushul yang berbunyi;

(V1 ) ALl s e L Ll

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkanbahwa:
“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, sal:
satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Iai
merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperb:i
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensiMahkamah Agung Nomor 534
K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perl
dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka
perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangandi atas Majelis Hakim
berpendapat apayang didalilkan olehPenggugat,rumah tangganyatelah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan sert:
tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan
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mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
Menimbang,bahwa seorang isteri dapat memohonkepada Majelis

Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan

dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa

gugatanPenggugattelah terbuktidan dapat dikabulkangugatancerainya

sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fighul Islami wa Adilatuhu Ju

VIl halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim yang berbunyipgabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah

tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim

dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwdalak yang akan dijatuhkardalam perkaraini
adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah sa
macam dari talak ba’'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (.
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan ta
satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang,bahwa oleh karena perkaraini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahu
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untul
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergl NN Suhudi)
terhadap Penggug G din);
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4. Membebankankepada Penggugat untukmembayarbiaya perkara ini
sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Hasanudd
S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M Siregar, S.H.l dan Abdul Azis Alhamid,
S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH
sebagai Panitera Penggantiserta dihadirioleh Penggugattanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nurlaini M Siregar, S.H.l. Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp.30.000,00
2. Proses Rp.50.000,00
3. Panggilan Rp.450.000,00
4. PNBP Panggilan Rp.20.000,00
5. Redaksi Rp.10.000,00
6. Meterai Rp.10.000,00

Jumlah Rp.570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 292Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



